
 
 

86 
 

 

BAB III 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

1. Pelaksanaan peran Kantor Pertanahan di Kabupaten Banyumas terkait 

larangan pemilikan tanah absentee/guntai ternyata belum dapat 

dilaksanakan secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya 

pemilikan tanah-tanah absentee/guntai di Kecamatan Karanglewas 

Desa Karanglewas Kidul dan Kecamatan Sumbang Desa 

Tambaksogra. Namun Kantor Pertanahan di Kabupaten Banyumas 

sudah melakukan beberapa upaya pencegahan dan penanggulangan 

terhadap kepemilikan tanah pertanian absentee/guntai yaitu: 

a. Memberikan sosialisasi-sosialisasi terkait masalah-masalah atau 

peraturan dibidang pertanahan 

b. Menolak dengan tegas pendaftaran sertifikat atau balik nama 

sertifikat yang menjadikan statusnya tanah absentee. 

c. Memberikan saran kepada pembeli yang sudah terlanjur membeli 

tanah tersebut secara dibawah tangan atau ahli waris yang 

domisilinya diluar kecamatan dari letak tanah pertanian tersebut 

agar menjual kepada orang yang bertempat tinggal di 1 (satu) 

kecamatan letak tanah itu berada atau pindah domisili ke tempat 

letak tanah tersebut berada. 
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d. Apabila tanah yang absentee tersebut sudah dikuasai oleh negara 

maka Badan Pertanahan Nasional dapat melakukan redistribusi 

tanah  dengan memenuhi syarat-syarat yang ada. 

 

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam merealisasikan peraturan 

larangan kepemilikan secara absentee/guntai di Kabupaten Banyumas 

adalah:  

a. Faktor Masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran hukum dan 

literasi masyarakat terkait adanya larangan pemilikan tanah 

pertanian secara absentee/guntai. 

b. Faktor Hukum, yaitu bahwa seharusnya ketentuan larangan 

pemilikan tanah absentee/guntai bersifat memaksa, akan tetapi 

beberapa masyarakat tetap dapat melakukan penyimpangan 

tersebut tanpa adanya ganjaran atau sanksi yang dapat diberikan 

secara langsung. 

c. Faktor Sarana dan Prasarana, menurut Bapak Edi Tamtomo 

selama ini Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas tidak 

mempunyai data yang akurat tentang adanya pemilikan tanah 

pertanian secara absentee/guntai dikarenakan tidak adanya 

catatan mengenai tanah-tanah yang sebenarnya absentee di 

lapangan. 

d. Faktor Aparat dan Penegak Hukum, dari segi persoalan dan 

permasalahan tanah absentee ini sebenarnya posisi pejabat desa 
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sangat bagus dalam membantu terlaksananya ketentuan terkait 

tanah absentee ini, hal tersebut karena di Kantor Kepala Desa 

terdapat catatan-catatan dimana ada tanah yang sebenarnya status 

kepemilikannya absentee. Kepala Desa juga dapat membantu 

BPN dalam memberikan penjelasan kepada warga terkait 

larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee. 

e. Faktor Ekonomi, factor ini juga mempunyai nilai yang sangat 

penting karena Kabupaten Banyumas sendiri memiliki tanah 

pertanian yang cukup subur dan luas sehingga masyarakat kota-

kota besar yang ekonominya cukup dan bermodal tertarik untuk 

melakukan investasi. 

B. Saran  

Dalam penulisan ini, penulis memberikan beberapa saran yaitu : 

1. Kantor Pertanahan seharusnya diberikan wewenang untuk menentukan 

apakah tanah absentee tersebut sudah dapat dilakukan redistribusi atau tidak. 

2. Kantor Pertanahan seharusnya dapat berkoordinasi dengan pejabat desa yang 

memiliki catatan atau arsip mengenai tanah-tanah yang kepemilikannya 

secara absentee sehingga bisa dilakukannya upaya penanggulangan dan 

memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah tersebut. 

3. Ketentuan-ketentuan larangan pemilikan tanah absentee/guntai yang ada pada 

saat ini masih perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan 

perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini perlu ditinjau 
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kembali mengenai jarak antara domisili pemilik tanah dan letak tanah 

mengingat kemajuan di bidang teknologi transportasi, jarak antar kecamatan 

sudah tidak menjadikan suatu hambatan terhadap efektifitas dan produktivitas 

secara optimal tanah pertanian untuk dapat diolah. 

4. Hendaknya ketentuan sanksi terhadap pelanggaran larangan pemilikan tanah 

absentee/guntai diperbaharui dan disesuaikan dengan perkembangan dan 

kemajuan pembangunan sekarang ini, sehingga dalam pelaksanaannya dapat 

lebih dipertegas. Peraturan yang mengatur tentang larangan pemilikan tanah 

absentee/guntai adalah produk lama, sehingga pemikiran-pemikiran pada 

saat itu ternyata dalam kenyataannya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi 

dan kebutuhan masyarakat yang lebih modern pada saat ini. 
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